
 

 

AB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, 

bahwa :  

1. Bahwa pelaksanaan kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana 

korupsi di Sumatera Barat yaitu berupa melakukan penyelidikan terhadap 

tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, melakukan pemerikasaan 

penyidikan guna menemukan suatu tindak pidana dan pelaku dari tindak 

pidana tersebut, melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan 

melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. 

2. Hambatan yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyidikan tindak 

pidana korupsi di Sumatera Barat yaitu : 

a. Kurangnya personil kejaksaan untuk mencari informasi mengenai 

dugaan adanya tindak pidana korupsi di Sumatera Barat 

b. Tidak disokongnaya kejaksaan dari anggaran dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi di Sumatera Barat 

c. Kurangnya penyidikan yang dillakukan oleh jaksa berkaitan dengan 

modus-modus baru tindak pidana korupsi 

Adapun Dalam penyidikan tindak pidana korupsi juga mempunyai 

faktor-faktor yang menjadi kendala. ternyata mengalami berbagai 

kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara 

komprehensif. Meliputi :  



 

 

a) Lemahnya penerapan hukum sebagai implikasi dari rendahnya 

moralitas penegak hukum, b)Kontroversi putusan pengadilan kasus 

KKN. Sebagaimana dalam praktik penegakkan hukum terhadap pelaku 

korupsi, sering kali hasilnya justru implikasi faktor lemahnya 

penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi. 

B. Saran  

1. Maka bagi penyidik Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi harus : 

Dalam berperannya Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, maka 

harus ditingkatkan lagi koordinasi antara pihak-pihak yang terkait baik 

itu kepolisian maupun instansi yang diatur dalam Undang-Undang. 

2. Sebaiknya ditambah lagi personil kejaksaan untuk mencari informasi 

mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera 

Barat. 

3. Perlu adanya sokongan anggaran yang diberikan pemerintah dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Barat. 

 


